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MK Putus Uji Materi UU Pemerintahan Aceh

Jakarta, 10 Juli 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK} akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas
Pengujian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Senin (10/7) mulai pukul 13.30 WIB.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Said Syamsul
Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6).

Sidang Pengucapan putusan ini digelar setelah sebelumnya majelis hakim konstitusi mendengarkan
perbaikan dari para Pemohon. Dalam sidang yang digelar pada Rabu (31/5), kuasa hukum Pemohon,
Safaruddin, menjelaskan tiga poin perbaikan. Pertama, Pemchon memperkuat legal standing-nya,
Kedua, menambahkan alat bukti untuk menunjukkan permohonan bukan kasus konkret.

Pemohon merupakan Calon BupatiWakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah di tetapkan oleh Komisi
independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
di Aceh Barat Daya dengan Nomor Urut 4. Namun, pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal pengalihan pelaksanaan
tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh. Menindak lanjuti Surat KPU tersebut, pada
tanggal 21 Januari 2017 KIP Aceh melakukan rapat plenc dan hasil rapatnya dituangkan didalam berita
acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/1/2017,

Selanjutnya, setelah mengambil alih pelaksanaan tugas dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada
tanggal 21 Januari 2017, KIP Aceh melakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya
tahun 2017, dan mencoret para Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Barat Daya. Pencoretan tersebut hanya berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara pada tanggal 15
Februari 2017, yang mana Pemohon menilai hal tersebut melanggar Pasal 154 ayat (12) UU 10/2016.

Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 28 Februari 2017, Pemohon mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa perselisihan perolehan hasil pilkada ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 74
UU 11/2006. Namun pada tanggal 13 Maret 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan para
Pemohon dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek
permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh para Pemohon merupakan
kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 UU
10/2016. (Nina) '
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